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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor 421/DISDIK-BP2011/ 7454 ¢

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH /
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang :  a  bahwa unk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan (Sckolah) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan Hukum dalam
bentuk 1zin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;

== b bahwa untuk dikeluarkan Surat lzin Opersional dimaksud harus memenuhi
ketentuan yang berlaku untuk itu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa knli diubah ternkhir
dengan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negama Republik
[ndonesia Nomor 4844);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan unturs
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Sink,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Namune, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negera Tuhun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
—_ Nomoar 3902), scbagaimana telah diubah dengan Undung-Undang Nomor 13
Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999
(Lembaran Negarn Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3968), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-
Undung Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Teohun 2003 Nomor 31,
Tambahan Lembarun Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 Tentang Perubahan Ketigs atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomer 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4880),
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendididikan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
[.embaran Negura Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Pemturun Pemenintah Nomor 27 Tahun 1990 wentang Pendidikan Prasckolah
(Lembaran Negarn Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3411 )
6. Permturan Pemenintah Nomor 28 Tahun 1990 temtang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3412), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

1998 (Lembaran Negary Tabun 1998 Nomor 90, Tambohan Lembuaran Negara
Namar 1747
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8,

Peraturnn Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesin Nomor 4863 );

Peraturan  Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaon dan
Penyelenggarnaan Pendidikan (Lembarmn Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negam  Republik  Indonesia Nomor 5108)
schagaimana teloh diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lemburan
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tabun 2006

12.

(3.

tentang  Pelaksanaan  Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib  Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Bula Aksara:

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang  Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 4], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesin Nomor 060/U/2002
Tentang Pedoman Pendinan Sekolah;
Persturun  Dacruh  Kabupaten  Rokan  Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tenang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir
(Lembaran Duerah Tahun 2002 Nomor 05 Seri D);
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! Kepala Sckolah scbagaimuna terscbut pada poin pertama agar dapat melsksanakan

kegiatan persckolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah
Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Bersekolahan;

: Perserujuan Pendirian Sckolah / Izin Operasional Sckolah ini hanya berlaku untuk

Lembaga / Penyelenggara Sekolah tersebut sesuai Keputusan ini dan tidak boleh
dialihkan kepada Lembaga / Penyelenggura Sckolah luin, pihak pihak lain, apabila
terjadi pengaliban, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkon dan apabila terdapmt kekeliruan

dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan schagaimana mestinya:
Ditctapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 10 November 201 1

TP 19601110 198503 1 001

Tembusan dikinmkan dengan hormat kepada,
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Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru

Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi

Camat Pasir Limau Kapas dan Pujud di Kecamatan

Kepala UPTD Bina Penggelola Sckolnh Kecamatan Pasir Limau Kapas dan Pujud di



	img045
	111



